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I. Pendahuluan  
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sejak 20 April 1999 
ternyata tidak secara langsung menjamin terpenuhinya hak konsumen seperti yang 
diamanatkan dalam Pasal 4 UU a quo. Kondisi ekonomi pasca krisis ekonomi 1998 
ditambah persaingan bisnis yang sedemikian ketat menempatkan kepentingan 
konsumen menjadi nomor dua sehingga tidak jarang konsumen menjadi korban dari 
kegiatan bisnis yang ada. Meskipun sering tidak dihiraukan ternyata peran konsumen 
sangat penting dalam upaya pemulihan keadaan ekonomi nasional karena mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,2 persen di tahun 1999 dan 2001 
dengan PDB sebesar 3,3 persen.1 Tidak dapat dipungkiri konsumen memainkan peran 
penting dalam perekonomian nasional.  
Industrialisasi yang semakin cepat di satu sisi memang berdampak positif bagi 
pengelolaan sumber daya namun di sisi lain memunculkan budaya konsumerisme. 
Gelombang pengaruh Neoliberalisme dengan sistem kapitalisme ekonomi-nya mulai 
merubah ideologi ekonomi dengan tidak lagi membatasi jumlah produksi berdasarkan 
kebutuhan alamiah manusia tetapi pengembangan kebutuhan manusia supaya 
menampung hasil produksi.2 Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip 
ekonomi yang mendasarkan kompetisi bisnis pada kekuatan modal diimbangi 
pengeluaran yang sekecil mungkin demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Pelaku usaha mulai mengabaikan prinsip-prinsip yang baik dalam berbisnis 
karena percaya pada sebuah “economic machine” (free competition) dan “invisible 
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hand”3 demi mendapatkan keuntungan yang besar. Kapitalisme ekonomi ini ternyata 
bergayung sambut dengan globalisasi yang memberikan pengaruh berbahaya bagi 
terciptanya kejahatan korporasi. Semakin terbukanya persaingan usaha dalam lingkup 
internasional semakin rumit dan terencana pula kejahatan korporasi dilakukan. Kondisi 
inilah yang pada akhirnya menciptakan kejahatan sistematis dalam suatu kerangka 
kerja yang teratur demi mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok. Pemenuhan 
hak konsumen jelas semakin jauh dari harapan bahkan setiap penawaran barang dan 
jasa tidak tidak akan disertai itikad baik sehingga dipastikan menimbulkan korban. 
Keberadaan hak keluh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d Undang-
Undang Perlindungan Konsumen merupakan hak konsumen yang keberadaannya 
dilindungi oleh hukum. Hanya saja tidak semua keluhan yang disampaikan oleh 
konsumen mendapatkan tanggapan positif dari pelaku usaha, justru berbalik arah dan 
memunculkan masalah hukum baru bagi konsumen karena dianggap mencemarkan 
nama baik pelaku usaha. Kasus Prita Mulyasari v. RS.OI menjadi bukti masih 
minimnya pemahaman pentingnya hak keluh baik bagi konsumen maupun pelaku 
usaha. Keluhan yang dilakukan konsumen dianggap tidak penting bagi pelaku usaha 
karena menganggap konsumen mencari-cari masalah padahal tidak mengerti secara 
rinci barang/jasa. Pelaku usaha akhirnya menganggap layanan suara konsumen, 
pengaduan konsumen atau kotak saran sebagai suatu syarat formalitas usaha komitmen 
bisnis yang baik. Keadaan tersebut harus ditanggulangi dengan melakukan pemikiran 
ulang terhadap arti penting hak keluh bagi konsumen sekaligus pelaku usaha. 
Mengingat hak keluh menjadi sangat penting dalam upaya penjaminan, peningkatan 
dan peran serta konsumen, hal tersebut memunculkan sebuah ide baru untuk 
memasukkan hak keluh sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang ekonomi. 
Oleh karena itu untuk memahami arti penting hak keluh dapat diajukan beberapa isu 
hukum sebagai berikut:  
1. Apakah hak keluh dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia?   
2. Apakah keberadaan hak keluh dapat digunakan sebagai upaya preventif kejahatan 
korporasi?  
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